GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DOUANDA PADA DINAS KEHUTANAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Strategis Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman
Hutan Raya Ir. H. Djuanda pada Dinas Kehutanan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H.
Djuanda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78 Tahun
2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196, Tahun
2016 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor
9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 46);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat;



Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA PADA DINAS
KEHUTANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020 - 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

2.

10.

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H.
Djuanda yang selanjutnya disingkat UPTD Tahura Ir. H.
Djuanda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang bertugas
memimpin BLUD.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan BLUD wuntuk periode 5 (lima)
tahunan.

Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan
anggaran BLUD.



BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Renstra BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda merupakan
penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman
penyusunan RBA BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.

BAB IV
SISTIMATIKA
Pasal 3
Sistematika Renstra Perangkat Daerah meliputi:
a. BABI : PENDAHULUAN

memuat latar belakang, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan, dan dasar hukum.

b. BABII : GAMBARAN PELAYANAN

memuat sejarah singkat, visi, misi, tujuan,
tugas pokok dan fungsi, sumber daya, dan
kinerja pelayanan.

c. BABIII : POSISI BISNIS BLUD

memuat analisis SWOT, matriks grand strategy,
kebijakan pengelolaan, strategi pengelolaan,
serta pemantauan dan evaluasi.

d. BABIV : RENCANA STRATEGIS BISNIS 5 TAHUN

memuat program dan kegiatan 2020-2024,
target kinerja tugas pemerintahan/pelayanan,
dan target kinerja pelayanan perijinan.

e. BABV : RENCANA KEUANGAN

memuat asumsi keuangan, tarif retribusi,
proyeksi laporan operasional, proyeksi arus kas,
proyeksi neraca, dan proyeksi rasio keuangan.

h. BAB VI : PENUTUP

memuat penegasan komitmen perangkat daerah
terhadap pelaksanaan rencana strategis BLUD
UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.

BAB V
ISI DAN URAIAN
Pasal 4

Isi dan uraian Renstra BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Uctober 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 56



BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sebagai salah satu instansi pemberi jasa
pelestarian alam yang mempunyai fungsi sebagai koleksi tumbuhan dan satwa, baik
jenis asli maupun bukan asli untuk dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu
pengetahuan, penelitian, pendidikan, budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi,
sangat diharapkan peranannya untuk dapat memberikan pelayanan yang prima
sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat umum.

Untuk mencapai hal tersebut, maka BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda harus
meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek antara lain peningkatan
kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas profesionalisme sumberdaya
manusia dan peningkatan kualitas manajemen, serta pemberian layanan sesuai
dengan standar pelayanan minimal yang berlaku.

Rencana Strategis BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda disusun dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
sebagai pedoman dalam penyusuan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan sebagai
pemenuhan persyaratan administratif untuk menjadi BLUD.

GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Rencana Strategis BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda 2020- 2024






